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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

1. Perkara cerai gugat dengan putusan verstek di Pengadilan Agama 

Muara Labuh pada tahun 2024 yang diteliti sebanyak 20 putusan 

perkara, dan semua perkara cerai gugat tersebut di kabulkan dengan 

alasan bahwa para tergugat tidak juga hadir di persidangan meski telah 

dipanggil secara sah dan patut, yang mana semua putusan tersebut 

perkaranya mulai dari perkara nafkah, KDRT, pertengkaran, 

perselingkuhan hingga narkoba. Dari semua perkara tersebut para 

suami yang digugat cerai oleh para istri banyak berusia antara usia 25 

tahun hingga usia 45 tahun, dan paling sedikit dari usia 51 tahun 

sampai 65 tahun dan usia para istri yang banyak menggugat cerai 

suaminya berusia antara usia 19 tahun hingga usia 45 tahun, dan usia 

istri yang sedikit menggugat cerai suaminya berusia antara usia 46 

tahun sampai 65 tahun, dengan usia pernikahan yang paling banyak 

istri mengajukan perceraian antara usia pernikahan kurang dari satu 

tahun sampai 8 tahun dan perceraian yang paling sedikit terjadi pada 

usia pernikahan 9 tahun sampai 22 tahun. Pendidikan suami yang 

digugat cerai oleh istrinya  banyak  dari tamatan SD, SLTP, dan SLTA, 

dan pendidikan suami yang sedikit digugat cerai oleh istrinya dari 

tamatan D3 dan S1, dan pendidikan istri yang menggugat cerai 

suaminya banyak dari tamatan SLTP, SLTA dan S1, dan pendidikan istri 

yang sedikit menggugat cerai suaminya dari tamatan SD dan D2. 

pekerjaan suami yang banyak digugat cerai oleh istri mereka mulai dari 

yang bekerja sebagai sopir, petani, dan sebagai buruh harian lepas, dan 

pekerjaan suami yang sedikit digugat cerai oleh istri mereka mulai dari 

pekerjaan sebagai tukang service elektronik, pedagang dan PNS, dan 

pekerjaan istri yang banyak menggugat cerai suaminya yaitu seorang 
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ibu rumah tangga, dan pekerjaan istri yang sedikit menggugat cerai 

suaminya memiliki pekerjaan sebagai honorer. 

2. Faktor yang menjadi penyebab tingginya angka putusan verstek dalam 

perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Muara Labuh antara lain, 

pertama tergugat sengaja tidak ingin menghadiri persidangan, alasan 

terkait kesengajaan tersebut yaitu sudah tidak ingin lagi mempertahan 

rumah tangganya, merasa sudah tidak ada lagi kecocokan diantara 

mereka meskipun usia pernikahan mereka belum lama, kedua tergugat 

tidak berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Labuh, ketika 

terjadinya perselisihan dalam rumah tangga seringkali salah satu pihak 

akan meninggalkan tempat kediaman bersama dan kembali ke rumah 

orang tuanya, dan ketiga faktor geografis atau akses jalan, jarak yang 

jauh dan kurangnya sarana transportasi yang memadai dapat 

menghambat tergugat untuk hadir di persidangan. 

3. Upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Muara Labuh ketika 

angka putusan verstek tinggi dalam perkara cerai gugat yaitu pertama 

Pengadilan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kesadaran 

hukum dan mengetahui peraturan yang berlaku, kedua menghubungi 

para pihak tergugat agar hadir di persidangan, ketiga diadakannya 

sidang di luar Pengadilan atau sidang keliling. 

5.2 Saran  

Setelah penulis melakukan penelitian tentang analisis terhadap 

tingginya angka putusan verstek dalam perkara cerai gugat di Pengadilan 

Agama Muara Labuh, maka penulis memberikan saran atau masukan sebagai 

berikut: 

1. Untuk Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh agar dalam memutus 

perkara cerai gugat dengan verstek harus selalu memperhatikan 

alasan-alasan yang diajukan serta selalu mengupayakan upaya untuk 

mengurangi tingginya angka putusan verstek baik dalam perkara cerai 

gugat maupun cerai talak. 
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2. Untuk Pengadilan Agama Muara Labuh agar lebih mengupayakan lagi 

para tergugat untuk hadir dalam persidangan. 

3. Untuk para pihak tergugat dalam perkara cerai gugat agar dapat 

memenuhi surat panggilan yang telah disampaikan oleh jurusita/ 

jurusita pengganti atau yang di sampaikan oleh petugas pos supaya 

meminimalisir angka perceraian yang diputus secara verstek di 

Pengadilan Agama Muara Labuh. 
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